KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor + BI5986/GTF.02.01/13/11/2020 - 26 November 2020
Sifat : Biasa
Lampiran - SK Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 1685 Tahun 2020
Hal . Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi

Yth. Saudara Siti Nariyah

Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda - Bagian Tata Usaha
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Kementerian Agama Republik Indonesia

diJI. Sisingamangaraja No.5, Candisari

Kota Semarang, Jawa Tengah

Sehubungan dengan laporan gratifikasi Saudara yang kami terima pada tanggal 2 September 2020 serta
kelengkapan dokumen pada tanggal 9 Oktober 2020, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi, Bersama ini pula
kami sampaikan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1685 Tahun
2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Menjadi Milik Negara
sebagaimana terlampir.

Mengingat bahwa Pimpinan KPK telah menetapkan status kepemilikan gratifikasi berupa uang tunai
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi milik negara, maka Saudara wajib menyetorkan uang
tersebut kepada KPK melalui nomor rekening yang tersebut di bawah ini dan mengirimkan bukti setornya ke alamat
g-mail: Anis Anindya@kpk.qo.id. Sebagai tindak lanjut, kami akan menyetorkannya ke rekening kas negara melalui

KPPN Jakarta.

BANK RAKYAT INDONESIA
Kantor Cabang Jakarta Veteran
a.n. KPK QQ RFL 115 GRATIFIKASI UTK TITIPAN
No. BRIVA: 91240-07-10-20-015

Selanjutnya, kami mengimbau pada waktu mendatang agar menolak gratifikasi yang diketahui berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara, kecuali adanya kondisi tertentu yang tidak
mungkin ditolak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan penerimaan gratifikasi dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan

Tembusan ;

1. Y1h. Pimpinan KPK

2. Yih. Deputi Bidang Pencegahan KPK
3. Yth. Depuli Bidang PIPM KPK

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333 (021) 52892456 http://www.kpk.go.id
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TENTANG

PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN KOMIS| PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

a.

bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal gratifikasi tersebut diterima; I

bahwa Saudara Siti Nariyah, Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda pada Bagian
Tata Usaha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah,
Kementerian Agama Republik Indonesia, telah menerima gratifikasi dari pihak yang
tidak diketahui identitasnya, namun diduga merupakan pemberian dari Pihak
Ketiga/Vendor, sebagai tanda terima kasih karena telah memenangkan tender
proyek pengadaan barang dan jasa, pada tanggal 19 Juli 2020 di rumah Saudara Siti
Nariyah, Demak, Jawa Tengah, berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah);

bahwa Saudara Siti Nariyah, telah melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu
30 hari kerja, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 serta kelengkapan dokumen pada
tanggal 20 Oktober 2020;

bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tanggal 20 Oktober 2020 yang
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan gratifikasi yang diterima
oleh Saudara Siti Nariyah sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara Siti Nariyah selaku
Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda pada Bagian Tata Usaha, Kantor Wilayah.
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama Republik
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan
Gratifikasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran, Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN  KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA.

Status gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang
diterima oleh Saudara Siti Nariyah dari pihak yang tidak diketahui identitasnya, namun
diduga merupakan pemberian dari Pihak Ketiga/Vendor, sebagai tanda terima kasih
karena telah memenangkan tender proyek pengadaan barang dan jasa, pada tanggal
19 Juli 2020 di rumah Saudara Siti Nariyah, Demak, Jawa Tengah, ditetapkan menjadi
milik negara.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal <6 WNovemoer 2020

KORUPSI,




o b i e e

ﬂ‘é Sk T TR kg TN . Lo
)

ip tﬂ Sf?xiﬁa'ifni)ﬂi
emn!ﬁmn Korugsi IDR 15,000, 50

wmmn Do \—,JJ.J_L_&-“})NIHH}’“I[}W 17 s T

e 3 t.:-uqmnﬁi“t r%wgmﬁuf*'
EC P EE Umtb"aran.:‘.")f SaKarke, ’“’[‘Sr” M

Mb‘tmnl(.il'rzm
N.]m.)gl _.E.)n

}(un@f

o e
o n .
MataUaRg Cu;rsncyc % . Rupiah Dﬂa!asfFarex 3 )
s a P = c‘ ........ Qi Kurs / Rate ** 9t
; 'f“
P&H{&}O@{ epositor B, N o - & LC Blaya / Chargo‘ﬁ;“ {
Namay o ; '-ffﬂ? o ?’LJ” ‘& - Y
Aldn}ﬂfAd ress 1’,!] E- - & = o
_ LASetans L o {4 ‘.6.‘1{{:“5.\.... Y
i - \
Sumber Dafa / Source of Fung® T ARG (R S R "t"lin‘i'f?'l"\ """"" s g
:m‘-d f\merdnganff Remarks S — f\/ } & ’/-ﬂ"—
- e : T L
@ / Telldy * TT F‘sn.-/s br I D@éiroﬂ)sra;gnarw
i Sesva Poraturan Bank Indenesia yang boerkgitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah Transaksi g arg;a;fsun Jpﬂ_ﬂ 3 ponysicran ini civalidas: dan dibubuhl landa targan lalier
" Khusus dilsi begi nasabah yang tigak memiliki rekening oi BRY dengan jumiah Lembar 1 uniuk Bank,
Fenyetoran > Rp. 100 [uls tunal dan gilampin fotocopy identias Lembar 2 unluk Nasabah
** Disi oleh bank
i
- Q0ZOZ D D = -4 -
3 Es'ég_ggu_u ggg ggf
3"6 g [+] § b= = g
37 S 5 =3
g &t 2T 2% §%&
5 2}

a0'a Hal -
SEFEOL
gzozrgezh -

yeduey @S :

£100Z01L00FZLE

00°000°000'S} ¥Q| : Jeheg oL
3
HSVYD
rxdruoy uessjuREqUIB ST
VNNL - YAIYS ueieAequiad ming

00'000'00Q'SL ¥ai :

(SiFaIed) BIs3USPY; 13AyBY 3uBE 'Id



